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BAB I 

PENDAHULUAN  

A . Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi majunya peradaban 

suatu negara. Ini menandakan, pendidikan begitu sangat penting, sehingga sudah 

menjadi kebutuhan yang mendasar untuk kemajuan suatu masyarakat atau negara. 

Secara historis, pendidikan pada masa kolonial Belanda pada awalnya 

hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda di Indonesia. Pada 

perkembangannya, pendidikan digunakan sebagai alat penjajahan untuk mencetak 

tenaga kerja murah atau pekerja rendahan yang sangat diperlukan untuk 

perusahaan milik Belanda. Selain itu, tidak semua masyarakat Indonesia dapat 

menempuh pendidikan. Hanya golongan bangsawan dan konglomerat yang dapat 

mengakses pendidikan pada masa kolonial Belanda. Bahkan, sekelas lembaga 

Pendidikan lanjutan di Indonesia, dimulai ketika pemerintah Belanda melakukan 

masalah legislasi moral, salah satunya adalah persekolahan. Program pelatihan 

memberdayakan pengembangan sekolah yang awalnya hanya sekolah dasar untuk 

mengetahui cara membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian, pada saat itu, 

diperluas ke sekolah pusat dan sekolah. Perguruan tinggi ini kemudian menjelma 

menjadi pewarta kemajuan perguruan tinggi di Indonesia. Pengenalan kerangka 

instruktif bukanlah efek sampingan dari lelucon total, melainkan eksperimen 

sedikit demi sedikit dan didorong oleh kebutuhan pragmatis yang dipengaruhi 

oleh kondisi persahabatan, keuangan, dan politik di Belanda seperti di Hindia 

Belanda. Selain itu, ada saat-saat di belahan dunia lain, terutama di Asia yang 
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mendorong perkembangan pesat dari kerangka pelatihan total, pada prinsipnya 

memberi setiap anak kota yang tinggal di daerah yang jauh kesempatan untuk 

masuk sekolah. Namun kenyataannya saat ini hanya orang-orang yang berasal 

dari keluarga mampu yang dapat melanjutkan sekolah mereka. 

Dalam Kebebasan Dasar (HAM) juga ditegaskan bahwa hak-hak yang 

hakiki dalam diri setiap orang sejak ia dikandung diberikan oleh Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Oleh karena itu, keberadaan kebebasan dasar sangat besar, tidak 

dapat diabaikan. Ada banyak jenis kebebasan dasar. Salah satunya adalah pilihan 

untuk mendapatkan dan mendapatkan instruksi yang sah. Hak untuk bersekolah 

adalah hal yang ideal bagi setiap orang untuk mendapatkan pendidikan setinggi 

mungkin. 

Kini Negara Indonesia telah merdeka dari kolonialisme. Lembaga 

Pendidikan pun sudah banyak dan mudah untuk diakses oleh seluruh masyarakat 

Indonesia tanpa terkecuali, termasuk institusi pendidikan tinggi. Dalam hal ini, 

negara kemudian mempertegas pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa dapat 

kita lihat dalam preambule Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Bagian 

Keempat adalah sebagai berikut: “Sejak itu untuk membentuk suatu pemerintahan 

negara Indonesia yang mengamankan segenap tumpah darah Indonesia dan 

seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan bantuan pemerintahan 

umum, hidup, dan ikut serta dalam melaksanakan permintaan dunia yang 

bergantung pada kebebasan, keharmonisan abadi, dan kesetaraan sosial."Hal ini 

membuktikan bahwa, pendidikan adalah salah satu tonggak utama mencerdaskan 

kehidupan masyarakat tanpa terkecuali dalam mengisi kemerdekaan. 
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Indonesia sebagai ekspresi sah yang menjaga kebebasan bersama 

Masyarakat memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan kepada warga 

negara untuk memperoleh instruksi, seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi 

UUD 1945 tentang keseragaman setiap penduduk di jalan yang benar untuk 

mendapatkan pendidikan dipastikan berdasarkan Pasal 28C ayat (1) yang 

berbunyi: Setiap orang berhak membina diri mereka sendiri melalui pemenuhan 

kebutuhan esensial mereka, menyediakan pilihan untuk sekolah dan 

memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi, ekspresi dan budaya, untuk bekerja 

pada sifat hidup mereka dan untuk bantuan pemerintah kemanusiaan. Oleh karena 

itu, sudah sepatutnya otoritas publik memberikan jabatan dan memberikan 

kebebasan kepada semua penduduk tidak peduli apa yang harus sekolah sebagai 

bentuk mempertahankan kebebasan bersama. 

Isu privatisasi menjadi masalah yang sekarang banyak dibicarakan di 

kalangan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dengan 

diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia diharapkan dapat teratasi, 

terkhusus masalah yang sering muncul pada lembaga pendidikan tinggi. 

Kebijakan yang mengarah pada privatisasi pada perguruan tinggi justru 

mencederai fungsi dan tujuan pendidikan itu sendiri. Perlu kemudian meninjau 

peraturan yang mengacu pada privatisasi pendidikan itu. Otonomi pendidikan 

tinggi membuat perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, berlomba-lomba 

untuk merekrut mahasiswa baru sebanyak-banyaknya yang orientasi utamanya 

yakni untuk mencari keuntungan dan terkesan dijadikan bisnis komersil. Hal ini 
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kemudian berimplikasi pada lahirnya kebijakan-kebijakan pada lembaga 

pengelola perguruan tinggi yang akhirnya seolah-olah membatasi hak kelas 

masyarakat ekonomi lemah melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. 

Kebijakan terkait pengelolaan anggaran misalnya, mulai dari biaya pendaftaran 

masuk ke perguruan tinggi, biaya semester hingga wisudah itu membutuhkan 

biaya yang tak sedikit. Tak jarang alasan ini kemudian yang membatasi kalangan 

masyarakat ekonomi lemah akhirnya tak dapat memenuhi keinginannya untuk 

masuk pada sebuah perguruan tinggi. Bahkan tak jarang, ada juga mahasiswa 

yang akhirnya putus kuliah di tengah jalan karena alasan ekonomi dan sangat 

mahalnya bibyaya pendidikan. Hal ini kemudian diperparah dengan adanya 

kebijakan pembatasan masa studi. 

 Hal ini kerap diabaikan dalam mengambil arah kebijakan, apalagi dengan 

adanya kebijakan otonomi pendidikan. Bentuk otonomi yang cukup jelas dapat 

dilihat pada UU No,20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola 

pendidikan di lembaganya (Pasal 50 angka 6). Kebijakan itu sejalan dengan 

adanya privatisasi lembaga pendidikan tinggi dengan adanya aturan Undang-

Undang Perguruan Tinggi Swasta (UU PTS). Sebagaimana diatur dalam PP No 4 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 

Perguruan Tinggi dapat dilihat pada pasal 8 ayat 2 bahwa, Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk Badan 

Penyelenggara Berbadan Hukum yang berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh 

izin dari menteri. Hal ini jika ditelaah, justeru memberikan keleluasaan terhadap 
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sebuah perguruan tinggi untuk membuat kebijakan secara sewenang-wenang dan 

sarat akan praktek komersialisasi untuk meraup keuntungan yang berorientasi 

pasar. Artinya kebijakan otonomi kampus ini kemudian seolah menghilangkan 

peran dan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara terkait jaminan 

mengakses pendidikan tinggi, dengan kta lain tidak mempertimbankan hal-hal 

lain, terlebih soal kalangan masyarakat ekonomi lemah. Kebijakan demikian 

dianggap inkonsisten dengan amanat UUD Tahun 1945 pasal 28C ayat 1 tentang 

persamaan setiap warga negara dalam mendapatkan pengajaran dimana telah jelas 

bahwa ada hak dan kewajiban antara negara dan warga negara yang  tak boleh 

dikesampingkan terkait dengan pemenuhan pendidikan dan memperloleh 

kebutuhan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya  sebagai peningkatan 

kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia. 

 

 

 

 

 

 



14 
      

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana peraturan  tentang pembatasan masa studi? 

2. Bagaimna peraturan pembatsan masa studi tinjau dari prespektif Hak Asasi 

Manusia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur tentang pembatasan masa studi di 

perguruan tinggi 

2. Untuk mengetahui pembatsan masa studi di perguruan tinggi dalam prespektif  

Hak Asasi Manusia. 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian, terdapat suatu manfaat penelitian. Selain 

bermanfaat bagi penulis, diharapkan juga bermanfaat bagi semua pihak dan 

tentunya mempunyai manfaat positif. Manfaat penelitian dibagi menjadi dua, 

yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yakni sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memperkaya serta 

menambah wawasan ilmiah dalam khasanah ilmu hukum khususnya aturan 

kebijakan lembaga pendidikan tinggi terkait pembatsan masa studi terhadap 

mahasiswa.  Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi dan 

menghasilkan suatu penjelasan tentang hakekat, konsep-konsep, asas-asas serta 

syarat-syarat kebijakan lembaga pendidikan tinggi terkait sanksi pembatsan masa 

studi dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagai bentuk  tanggung jawab 

negara. 
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2. Manfaat Praktis 

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

a. Dapat menjadi pedoman dalam memahami peraturan tentang pendidikan tinggi 

di Indonesia. 

b. Dapat menjadi referensi dan menambah sikap kritis dalam mengkaji peraturan 

tentang pendidikan tinggi di Indonesia. 

c. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi 

yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan berkaitan dengan permasalahan 

tentang kebijakan pendidikan tinggi terkait pembatsan masa studi. 

d. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


